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ABSTRAK 

 

Vicky Alhadi, ( 2023 ): Adat Bajapuik Dalam Pernikahan Menurut Tinjauan  

         Hukum Islam Di Nagari Malai V Suku Timur   

      Kecamatan Batang Gasan Padang Pariaman 

 

 

Salah satu unsur penting penentu keabsahan pernikahan adalah adanya 

mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari seorang calon suami kepada calon 

istri. Namun, di Nagari Malai V berlaku adat turun temurun yang sudah 

berlangsung sejak lama, yaitu pemberian sejumlah uang atau barang dari pihak 

calon istri kepada pihak calon suami, yang kemudian dikenal dengan “bajapuik.” 

Rumusan masalah dari skripsi ini ialah (1) Bagaimana pelaksanaan adat 

bajapuik dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur. (2) Bagaimana 

tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat bajapuik dalam pernikahan 

masyarakat Nagari Malai V Suku Timur. Adapun tujuan penelitian ini yaitu (1) 

Mengetahui bagaimana pelaksanaan adat bajapuik dalam pernikahan  di Nagari 

Malai V Suku Timur (2) Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 

pelaksanaan adat bajapuik dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur.  

Jenis penelitian yang diapakai adalah penelitian lapangan (Field Research). 

Lokasi penelitian yaitu di Nagari Malai V Suku Timur. Populasi dalam penelitian 

ini adalah  9 informan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

Total Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama 

dengan populasi di mana informan tersebut juga dijadikan sebagai sample 

penelitian untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian tersebut. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan adat bajapuik dalam 

pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur yaitu sejumlah pemberian uang atau 

benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin 

perempuan kepada pihak calon pengantin laki-laki pada saat acara manjapuik 

marapulai. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat bajapuik dalam 

pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur dianggap tidak bertentangan dengan 

ajaran Islam karena bajapuik itu bukan menjadi sesuatu yang wajib dalam 

pernikahan, melainkan hanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak 

keluarga untuk dibayarkan dalam suatu pernikahan. 

 

Kata Kunci: Bajapuik, Pernikahan, Adat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata mata sebagai hubungan atau 

kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah 

Rasulullah SAW. Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama 

kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa 

adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya. Karna dengan 

perkawinan, dapat mengurangi segala kemaksiatan bagi setiap insan. 

Sebagaimana dalam riwayat dari Abdullah ibn Mas’ud Rasulullah SAW 

bersabda: 

عَنْ عَبْدِ الَلَّوِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنو قَالَ لَنَا رَسُولُ الَلَّوِ صلى الله عليو وسلم ) ياَ مَعْشَرَ 
بَابِ ! مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الَْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ , فَإِنَّوُ أغََضُّ للِْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ , وَ  مَنْ الَشَّ

فَقٌعَلَيْوِ  لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْوِ باِلصَّوْمِ ; فَإِنَّوُ لََوُِجَاءٌ(  مُت َّ
 

 

“wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan 

bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan 

dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaknya ia 

berpuasa, karna puasa dapat menjadi benteng.” (muttafaq „alaih)
1
 

 

 Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat 

bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan 

beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan 

Allah SWT. untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari 

                                                             
 

1
 Al Shan’any, Subul Al Salam, Juz 3 (Kairo Dar Ihya Al-Turats Al-Araby,1379 H/1980 

M) hal. 109. 
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ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan 

Hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. 

Selain itu perkawinan adalah Sunatullah yang dengan sengaja 

diciptakan oleh Allah SWT yang tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan 

tujuan lainnya, Allah SWT berfirman:  

رُوْنَ   وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

  “Segala sesuatu sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar 

kamu mengingat (Kebesaran Allah)” (Q.S. Az-Zariyat (51): 49)
2
 

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas 

pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki 

tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di 

antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:  

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara 

keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa 

ke masa.  

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya 

terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. 

3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan 

dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam 

agama. 

                                                             

 2 Kementerian Agama RI, di akses di: https://quran.kemenag. (51): 49. (14 Juli 2023) 

https://quran.kemenag/
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4. Melawan hawa nafsu Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi 

terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak 

istri dan anak-anak dan mendidik mereka.  

Dalam pernikahan kita juga bisa melihat atau mendapati tuan rumah 

atau yang memiliki acara pernikahan tersebut juga sedang melaksanakan 

walimatul „urs. di beberapa daerah di Indonesia memiliki acara atau konsep 

adat masing-masing dalam pelaksanaannya.
3
 

Terkait pengaturan dan cara perkawinan, Hilman Hadikusuma 

mengatakan perbedaan dalam tata cara melakukan perkawinan sebagai 

pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup 

kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat nanti.
4
 

Di Indonesia aturan perkawinan tidak hanya diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah disempurnakan menjadi Undang 

Undang-Nomor 16 tahun 2019, tetapi juga diatur di dalam hukum Islam dan 

hukum Adat yang berkembang dalam masyarakat. Perkawinan dalam Islam 

diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai 

perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah dalam Islam 

(maqasid asy-syari‟ah) sekaligus tujuan perkawinan adalah hifz an-nasl yakni 

                                                             
 

3
 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munaqahat   

(Jakarta: Amzah 2007) hal. 39-41. 

 
4
 Lihat Soerjono Wignjodipoere, Asas-asas Hukum Adat , (Jakarta: Gunung Agung 1988), 

hal. 55. 



4 

 

 

 

terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah 

khalifah fi al-ard.  

Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah 

menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari 

budaya masyarakat.
5
 Upacara adat pada dasarnya merupakan suatu aktivitas 

manusia yang berkaitan dengan perlibatan banyak orang yang di dalamnya ada 

interaksi sosial menurut pola yang berdasarkan pada aturan adat tertentu. 

Setiap upacara adat atau upacara tradisional merupakan perwujudan dari 

gagasan dan aspirasi tentang pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan aturan-aturan 

yang mengaitkan hubungan manusia sesama manusia, manusia dengan alam 

lingkungannya dan hubungan manusia dengan supranatural. 

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja 

menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai, akan tetapi juga 

menyangkut hubungan antara kedua belah pihak seperti saudara-saudara 

mereka atau keluarga mereka yang lainnya. 
6
 

Hukum adat perkawinan di Indonesia mempunyai keragaman yang 

dipengaruhi oleh nilai agama, norma dan nilai sistem kekerabatan yang 

berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut. Minangkabau adalah salah 

satu suku dengan perkumpulan masyarakat hukum adat terbesar yang ada di 

                                                             
 

5
 Ahmad Rofiq,  Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1977), 

Cet ke-2, hal. 220 

 
6
 Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 48. 
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Indonesia dan salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan berdasarkan 

garis keturunan ibu (matrilineal)
7
 

Sistem matrilineal yang dianut oleh suku bangsa Minangkabau, 

menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai 

dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, 

bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan 

bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau 

membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena itu falsafah Minangkabau 

telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga 

menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami 

istri tidak terlepas dari urusan bersama.
8
 

Bagi orang Sumatera Barat, terutama beretnis suku Minang, tujuan 

perkawinan itu dapat dibagi atas dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk 

memenuhi adat itu sendiri dan yang kedua untuk mendapatkan keturunan, 

sehingga dapat melanjutkan adat oleh keturunan pemuda pemudi 

Minangkabau. Oleh karena itu perkawinan telah dianggap sebagai adat yang 

harus ditempuh oleh setiap manusia, maka perkawinan itu sendiri merupakan 

suatu keharusan. Amatlah janggalnya kalau seorang tidak kawin selama 

hidupnya dan kalau ini kejadian maka orang tersebut akan merasa rendah diri. 

Perasaan ini tidak saja dialami oleh yang bersangkutan saja tetapi juga oleh 

                                                             
 

7
 Hijratul Muslim, Kedudukan Uang Jemputan Dalam Perkawinan Adat Bajapuik Pada 

Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

(Jakarta: PT Grafindo Jaya, 2016), hal. 52. 

 
8
 A.A.Navis,  Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau, 

(Jakarta: Grafiti Pers 1984), hal. 193. 
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anggota keluarga ibunya bahkan anggota sukunya. Perkawinan di 

Minangkabau diwujudkan dalam bentuk upacara perkawinan sesuai dengan 

kebiasaan yang diakui oleh setiap masyarakat setempat. 

Berbicara mengenai perkawinan di daerah Minangkabau terdapat 

beberapa keunikan pada sistem perkawinan pada adat Minangkabau, salah 

satunya perkawinan adat “bajapuik” yakni terdapat pada daerah yang 

termasuk dalam wilayah adat Pariaman. Biasanya didalam suatu prosesi 

perkawinan, pihak pria yang melakukan lamaran kepada keluarga pihak 

wanita, tetapi dalam sistem adat perkawinan Pariaman malah sebaliknya. Pada 

prosesi perkawinan adat di Minangkabau proses lamaran dilakukan oleh pihak 

keluarga wanita, pihak keluarga laki-laki hanya menunggu kedatangan pihak 

keluarga perempuan. Prosesi inilah yang terjadi pada perkawinan adat 

bajapuik di Kabupaten Padang Pariaman yang mana “bajapuik” artinya 

“menjemput”, istilah itu dikenal dengan Bajapuik dan uang hilang. Bajapuik 

ialah sejumlah uang, emas, atau benda yang bernilai yang dibayarkan pihak 

perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. 

Besarnya atau jenisnya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak.
9
 

Di dalam konteks adat bajapuik tersebut, jikalau perempuan dan laki-

laki sama-sama mempunyai darah keturunan atau asli orang Pariaman, maka 

adat itu pun berlaku padanya. Tetapi jikalau salah satu dari kedua pasangan 

                                                             

 
9
 Fazira Sahbani. Tinjauan Tenatang Upacara Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin 

di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, UNP Volume 15 No. 1, 

(2017): hal. 13. 
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maupun keluarganya bukanlah berasal dari daerah Pariaman, maka adat 

tersebut tak berlaku padanya. 

Adat bajapuik termasuk dalam kategori adat nan diadatkan, Adat nan 

diadatkan merupakan sesuatu yang dirancang, dijalankan serta diteruskan oleh 

nenek moyang yang pertama menempati Minangkabau untuk menjadi 

peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Orang 

Minangkabau mengetahui secara turun temurun bahwa perumus dari adat nan 

diadatkan ini adalah dua tokoh adat Minangkabau yaitu Datuak 

Katumanggungan dan Datuak Parapatiah Nan Sabatang.
10

 di karenakan adat 

bajapuik merupakan aturan yang diambil dengan kata mufakat ataupun 

kebiasaan, sehingga memungkinkan bagi adat bajapuik untuk mengalami 

perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari 

adanya adat tersebut adalah nilai-nilai luhurnya yang harus tetap dijaga.
11

 

Namun pada masyarakat Minangkabau khususnya Pariaman, pihak 

perempuan harus menyediakan sejumlah uang untuk pihak laki laki sebelum 

akad dilansungkan, uang inilah yang disebut dengan uang bajapuik. bajapuik 

(japuik:jemput) adalah adat perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah 

Pariaman. bajapuik dipandang menjadi kewajiban pihak keluarga perempuan 

memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki laki sebelum akad di 

lansungkan.
12

 

                                                             
 

10
 Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, 

(Bandung: Remaja Karya 1978), hal. 112. 

 
11

 Walhendri Azwar, Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik, 

(Yogyakarta: Galang Press, 2001), hal. 52. 

 
12

 Riza Mutia. Upacara Adat Perkawinan di Padang Pariaman. (Padang: Pemuda bersatu 

Sumatera Barat, 2000), hal. 65. 
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Menurut Riza Mutia bajapuik (menjemputan) adalah sejumlah uang 

yang diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagian dari 

uang jemputan ini nanti di serahkan oleh pihak laki-laki kepada anak daro saat 

menjelang ke rumah mertuanya pada hari berhelat (baralek).
13

 Berdasarkan 

informasi yang disampaikan oleh salah satu pemuka adat desa Malai V Suku 

Timur yaitu bapak Alfis kegiatan bajapuik ini masih dilaksanakan hingga 

sekarang di karenakan bagi masyarakat Minangkabau bahwasanya falsafah ini 

sangat penting dan berharga bagi dirinya dalam menerapkan apa yang harus ia 

lakukan sesuai dengan adat istiadatnya selama berada di ranah 

Minangkabau
14

. dan juga masyarakat Minangkabau juga terkenal mempunyai 

salah satu pepatah yaitu “Adaik Basandi Syara‟, Syara‟ Basandi Kitabullah. 

Lebih jauh diungkapkan dalam pepapatah “Syara‟ mangato Adaik mamakai” 

yang artinya Islam mengajarkan, memerintahkan menganjurkan dan Adat 

melaksanakannya. 

Perlu untuk diperhatikan, bahwa adat bajapuik ini tidak bisa 

disamakan dengan mahar. Karena pemberiannya dilakukan sebelum akad 

nikah, sedangkan mahar diberikan ketika akad nikah. Mempelai laki-laki 

Pariaman tetap memberikan mahar pada mempelai wanita.  

Adat bajapuik ini memunculkan kontroversi di masyarakat Desa Malai 

V Suku Timur. Karena adat ini memberi kesan memberatkan pihak 

perempuan dan menguntungkan pihak lelaki sebelum perkawinan. dan juga 

                                                             
 

 
14

. Alfis, Masyarakat Desa Malai Lima Suku Timur, Wawancara Via Telfon, 15 Februari 

2023. 
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apabila telah dilakukan nya diskusi bajapuik yang dilakukan ke dua belah 

pihak niniak mamak jikalau salah satu pihak keluarga membatalkan secara 

sepihak, pihak yang membatalkan bisa dikenakan sanksi denda sesuai 

kesepakatan saat pertemuan awal. dan masih banyak nya masyarakat yang 

belum paham akan fungsi dan kedudukan bapuik ini. Berdasarkan 

permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan 

judul “Adat Bajapuik Dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum 

Islam Di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan 

Kabupaten Padang Pariaman” dengan tujuan memberikan informasi dan 

penjelasan tentang adanya adat bajapuik. 

B.  Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat untuk peneliti agar lebih 

terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada 

sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan 

masalahnya adalah penelitian ini difokuskan pada penjelasan tentang 

pelaksanaan bajapuik. 

C.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan adat bajapuik dalam pernikahan di Nagari Malai V 

Suku Timur ? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat bajapuik dalam  

pernikahan masyarakat Nagari Malai V Suku Timur ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat bajapuik dalam pernikahan 

masyarakat Nagari Malai V Suku Timur. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat 

bajapuik pada pernikahan masyarakat Nagari Malai V Suku Timur. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum sebagai sumber atau khazanah 

ilmu pengetahuan.  

b. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi 

baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama 

dalam bidang syariah dan hukum khususnya di bidang akhwalul syaksiah.  

c. Secara praktis  

Memberikan informasi kepada pembaca agar bisa mengetahui adat 

bajapuik pada pernikahan masyarakat Nagari Malai V Suku Timur. dan 

juga diharapkan memberi informasi kepada masyarakat yang membaca 

hasil penelitian ini agar bisa memberitahukan tata cara pelaksanaan adat 

bajapuik pada pernikahan. 

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana 

dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahasan pada bab 

selanjutnya, batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian 
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mengenai adat bajapuik pada pernikahan saja, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian umum tentang perkawinan, adat 

bajapuik pada pernikahan dan membahas tinjauan hukum islam terhadap 

bajapuik. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Penjelasan pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, objek 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang 

akan dilaksanakan di Nagari Malai V Suku Timur Kabupaten Padang 

Pariaman. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai adat bajapuik pada pernikahan 

(walimatul„urs) ketika pelaksanaan acara baralek atau walimatul„urs, dan 

bagaimana pandangan Islam dengan adat tersebut dan diperdalam melalui 

beberapa penelitian tersendiri. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai 

jawaban permasalahan terdapat dalam penelitian ini serta saran yang 

berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori Tentang Pernikahan Dan Adat Bajapuik  

1. Pengertian Pernikahan 

 Pernikahan menurut bahasa ialah al-jam‟u wa ad-dhommu yang 

berarti mengawinkan atau menggabungkan. Sedangkan menurut syara’ 

berarti suatu akad yang jelas dan telah memenuhi rukun dan syaratnya atau 

suatu akad antara pihak laki-laki dan wali pihak perempuan yang 

karenanya hubungan akad menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti 

yang sebenarnya, dan hubungan badan dalam arti majazinya. Allah SWT 

berfirman: 

نْ  ا مَلَكَتْ ايَْْاَنكُُمْ مِّ وَمَنْ لََّْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا انَْ ي َّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّ
وُ اعَْلَمُ باِِيْْاَنِكُمْ وَ  ۗ  فَ تَ يٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ  نْ  ۗ  اللّٰ فَانْكِحُوْىُنَّ باِِذْنِ  ۗ  بَ عْضٍ  ۗ  بَ عْضُكُمْ مِّ

رَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلًَ مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ  فَاِذَآ  ۗ  اىَْلِهِنَّ وَاٰتُ وْىُنَّ اجُُوْرَىُنَّ باِلْمَعْرُوْفِ مُُْصَنٰتٍ غَي ْ
ذٰلِكَ لِمَنْ  ۗ  هِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ احُْصِنَّ فَاِنْ اتََ يَْْ بِفَاحِشَةٍ فَ عَلَيْ 

رٌ لَّكُمْ  ۗ  خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ  وُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ  ۗ  وَانَْ تَصْبِوُْا خَي ْ وَاللّٰ  
 

Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi 

perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan 

mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu 

tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain 

(seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka 

dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin 

dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian 

diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-

laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga 

(bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas 

mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka 

(yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) 

berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam 
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menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Annisa (4): 25)
15

. 

 

 

 Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa tidak boleh melakukan 

hubungan badan tanpa seizin walinya. di pihak yang lain Abu Hanifah 

berpendapat nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang 

sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi.
16

 Dalam hal ini banyak 

ulama yang berbeda pendapat tentang makna nikah dengan berbagai 

alasan yang logis. 

 Perkawinan adalah suatu cara untuk menempuh kehidupan 

bersama antar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melibatkan 

berbagai pihak demi melangsungkan ketentraman dan kebahagian hidup 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah 

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, sebagai 

berikut: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang 

maha esa.” 

 Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) 

adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqaon gholidzon 

untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakanya merupakan 

                                                             

 15 Kementerian Agama RI, di akses di: https://quran.kemenag. (4): 25. (14 Juli 2023) 
 

16
 Kamal Mukthar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

Bintang 1997), hal. 1. 

https://quran.kemenag/
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ibadah. dan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah wararahmah.
17

 

 Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya 

dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan 

keturunannya, melainkan antara dua keluarga karena dari baiknya 

pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan 

berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah 

pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-

tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala 

kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari 

kebinasaan hawa nafsunya.
18

 

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah 

akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara 

sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan 

seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, 

dengan kesengajaan. Dengan adanya kata “perempuan” maka tidak 

termasuk di dalamnya laki-laki dan banci musykil. Demikian juga, 

dengan kalimat “yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat” maka 

tidak termasuk di dalamnya perempuan pagan, mahram, jin perempuan, 

dan manusia air. 

Itu karena perbedaan jenis, sebab Allah SWT berfirman yang 

artinya, “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri." 

                                                             
 

17
 Kompilasi Hukum Islam BAB II Dasar-Dasar Pernikahan Pasal 2. 

 
18

 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003) hal. 374. 
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(an Nahl: 72). Ayat tersebut menjelas maksud dari firman Allah SWT 

yang berarti, "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." 

(an Nisaa': 3). Yaitu wanita dari kalangan manusia. Oleh karenanya tidak 

halal menikahi dari jenis yang lain dengan tanpa dalil. Juga karena jin 

dapat berubah-ubah dengan berbagai macam bentuk. Kadang lelaki jin 

berubah bentuk menjadi perempuan. dan dengan kata "sengaja" maka 

tidak termasuk di dalamnya kehalalan bersenang-senang dengan cara 

membeli budak untuk perseliran. Para ulama yang lain menggunakan 

kalimat "bi thariqi ashaalah" (dengan cara original) sebagai ganti dari 

kata "sengaja." Sebagian ulama Hanafiah juga mendefinisikan bahwa 

nikah adalah akad yang dilakukan untuk berikan hak milik segala 

manfaat dari kemaluan.
19

 

Menurut para ahli ilmu usul fiqih dan bahasa, kata nikah digunakan 

secara haqiqah (arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan secara 

majaz (kiasan) untuk arti akad. Sekiranya kata nikah tertera di dalam Al-

Qur’an dan sunah tanpa adanya indikasi lain maka yang di-maksud 

adalah hubungan intim, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang 

artinya 

ۗ   كَانَ   ۗ   انَِّو نَ النِّسَاءِۤ اِلًَّ مَا قَدْ سَلَفَ  وَلًَ تَ نْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰباَۤ ؤكُُمْ مِّ
  ۗ مَقْتاا   وَسَاءَۤ  سَبِيْلا  فَاحِشَةاوَّ

 
“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi 

oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 

                                                             
 

19
 Op.Cit, hal. 39. 
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Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (An-Nisaa’(4): 22).
20

 

 

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam islam. 

Singkatnya untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga 

untuk kemaslahatan masyarakat banyak. 

2. Rukun dan Syarat Nikah 

a. Rukun Nikah 

 Rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada dan dapat menentukan 

sah atau tidaknya sesautu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti membasuh muka untuk 

wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. atau adanya calon suami 

(pengantin laki-laki) dan calon istri (pengantin perempuan) dalam 

pernikahan. Adapun beberapa rukun dalam pernikahan yang harus 

dilaksanakan dan dipenuhi yaitu: 

1) Calon mempelai laki-laki 

2) Calon mempelai perempuan 

3) Wali dari perempuan yang akan mengakadkan perkawinan 

4) Dua orang saksi 

5) Ijab qabul (akad) 

b. Syarat Nikah 

Syarat – syarat calon suami 

1) Berjenis kelamin laki-laki 

                                                             

 20 Kementerian Agama RI, di akses di: https://quran.kemenag. (4): 22. (14 Juli 2023)  

https://quran.kemenag/


17 

 

 

 

2) Beragama islam 

3) Dewasa 

4) Tidak sedang ihram baik dengan haji atau umrah 

5) Tidak terlarang melangsungkan pernikahan 

6) Bukan mahram karena nasab atau sesusuan oleh calon istri 

7) Tidak dipaksa 

 Syarat – syarat calon istri 

1) Berjenis kelamin perempuan  

2) Beragama Islam 

3) Tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah 

4) Tidak sedang bersuami 

5) Bukan mahram bagi calon suami 

6) Tidak sedang menjalankan iddah 

7) Diketahui oleh calon suaminya 

8) Bukan istri yang kelima bagi calon suami tersebut 

c. Syarat syarat wali (orang yang bertindak atas nama mempelai 

perempuan dalam suatu akad nikah) 

1) Laki – laki 

2) Baligh  

3) Waras akalnya 

4) Tidak dipaksa 

5) Adil 

6) Tidak sedang ihram haji 
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d. Syarat – syarat saksi 

1) Dua orang laki-laki 

2) Beragam Islam 

3) Sudah dewasa 

4) Berakal 

5) Merdeka 

6) Adil 

7) Dapat melihat dan mendengar 

8) Paham terhadap Bahasa yang digunakan dalam akad nikah 

9) Tidak dalam keadaan ihram atau haji 

e. Syarat – syarat Ijab Qabul 

1) Dilakukan dengan Bahasa yang dimengerti kedua belah pihak 

(pelaku akad dan penerima akad saksi) 

2) Ada ijab (pernyataan) dari calon suami 

3) Ada qabul (pernyataan) dari calon suami 

4) Memakai kata-kata “nikah”, tazwij atau terjemahan nya atau kawin. 

5) Antara ijab dan qabul, bersambung, tidak boleh putus. 

6) Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam 

keadaan haji atau umrah 

7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang 

yaitu calon mempelai pria dan wakilnya, wali dari calon mempelai 

Wanita atau wakilnya, atau dua orang saksi nya. 
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3. Landasan Dasar Pernikahan 

a. Al Qur’an  

 Pernikahan adalah saran yang telah dijadikan oleh Allah SWT. 

Untuk berkasih saying dan untuk mendapatkan ketenangan serta 

ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan. Allah SWT, 

menyatakan dalam firmannya: 

ۗ   وَات َّقُوا  مُوْا لًَِنْ فُسِكُمْ  ۗ   وَقَدِّ ۗ   فَأْتُ وْا حَرْثَكُمْ اَنّّٰ شِئْتُمْ  نِسَاۤؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ 
رِ الْمُؤْمِنِيَْْ  ۗ   وَبَشِّ لٰقُوْهُ  ۗ  ا انََّكُمْ مُّ وَ وَاعْلَمُوْ   اللّٰ

 
“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari 

jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari 

pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. 

Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari 

nikmat Allah” (QS. An-Nahl (16): 72)
21 

 

ۗ   اِنْ يَّكُوْنُ وْا فُ قَرَاءَۤ  كُمْ  لِحِيَْْ مِنْ عِبَادكُِمْ وَاِمَاىِٕۤ وَانَْكِحُوا الًَْياَمٰى مِنْكُمْ وَالصّٰ
وُ  وَاسِعٌ  عَلِيْمٌ   ۗ   وَاللّٰ   ۗ وُ مِنْ فَضْلِو  يُ غْنِهِمُ اللّٰ

 

 

“Dan kawinkanlah orang orang yang sendirian diantara kamu dan 

orang orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan 

kurnianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha 

mengetahui “. (QS. An – Nur (24): 32)
22

 

 

 

b. Hadist 

لِمَالَِاَ , وَلَِِسَبِهَا , وَلَِِمَالَِاَ , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ تُ نْكَحُ الَْمَرْأةَُ لَِِرْبَعٍ : 
عَةِ  ب ْ فَقٌ عَلَيْوِ مَعَ بقَِيَّةِ الَسَّ ينِ تَربَِتْ يَدَاكَ (  مُت َّ  الَدِّ

 

                                                             
 21

 Kementerian Agama RI, di akses di: https://quran.kemenag. (16): 72. (14 Juli 2023) 

 
22 Kementerian Agama RI, di akses di: https://quran.kemenag. (24): 32. (14 Juli 2023) 

https://quran.kemenag/
https://quran.kemenag/
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"Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, 

keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang 

taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan 

Imam Lima. 

 

بَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ، فَإِنَّوُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ  ياَ مَعْشَرَ الشَّ
 للِْفَرجِْ، وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْفَعَلَيْوِ باِلصَّوْمِ فَإِنَّوُ لَوُ وِجَاءٌ 

  

 

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian 

berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah 

itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji 

(kemaluan). dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah 

ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” 

(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).
23

 

 

c. Undang – undang  

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 

ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : 

1) Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-

masing agama2nya dan kepercayaan itu. 

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

4. Tujuan Pernikahan 

 Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, 

sejahtera dan bahagia.
24

 Namun, pada umumnya tujuan pernikahan 

bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan 

                                                             
 

23
Widaningsih, Hadis tentang pernikahan, di akses di: 

https://kalam.sindonews.com/read/74866/721592546812. 

 
24

 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat I, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999),hal.  

13. 
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pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian,ada 

tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua 

orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk 

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju 

kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat. 

5. Hikmah Perkawinan 

 Hikmah pernikahan ada beberapa yaitu:  

a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk 

memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan 

regenerasi dari masa ke masa.
25

 

b. Dapat mendekatkan diri kepada allah.
26

 

c. Dapat memperbanyak keturunan.  

d. Melawan hawa nafsu.  

e. Dapat menjadikan keluarga sakinah, mawadah, warohmah.  

f. Dapat menjalin ikatan tali persaudaraan. 

6. Khitbah (Lamaran) 

  Khitbah secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti peminangan seorang wanita untuk dijadikan istri. Menurut istilah 

peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki 

kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-

laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak yang di percayainya 

                                                             
 

25
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Amzah, 2009), hal. 39. 

 
26

 Ahmad Jamil, Al-Fath Fiqih, (Gresik : CV. Putra Kembar, 2008), hal. 5. 



22 

 

 

 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.
27

 Khitbah adalah permintaan 

seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari 

keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. atau dapat 

pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaanya untuk 

menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara’.
28

  

  Tunangan dalam Islam disebut khitbah, atau dalam bahasa lain 

sering disebut pinangan. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta 

kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang 

sudah umum dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk 

usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah SWT menggariskan 

agar masing-masing pasangan yang akan menikah, lebih dulu saling 

mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan 

perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang 

jelas. 

Khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan 

kecendrungan masing-masing keduanya, akan tetapi hal itu harus 

dilakukan sebatas yang diperbolahkan secara syariat, jika telah ditemukan 

rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk 

dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan sah dalam 

kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa 

                                                             
27

 Djaman Nur, Fiqh Munakahat, ( Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), cet-ke-1, 

hal. 13. 
28

 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, 

terj. Abdul Majid Khon. (Jakarta : Amzah, 2015), hal. 8. 
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tentram, tenang dan penuh kasih sayang.
29

 Sedangkan menurut Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya 

hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita.
30

 

7. Dasar Hukum Khitbah 

 Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadinya perkawinan 

boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat 

calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan 

telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak 

lakilaki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal 

dengan jalan sama-sama melihat.
31

 Namun dalam Al-qur’an dan Hadist 

tidak ditemukan secara jelas dan terarah tentang adanya perintah atau 

larangan di dalam melakukan khitbah. 

 Kemudian kebanyakan para ulama fuqaha juga mengutarakan 

bahwa peminagna tidak wajib. Tetapi kebiasaan melakukan peminangan 

sebelum adanya pernikahan dalam masyarakat merupakan pendahuluan 

yang pasti dilaksanakan. Karena di dalamnya terdapat pesan moral serta 

tata karma untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang 

ingin mewujudkan kebahagian dan juga meruapakan tindakan awal 

menuju suatu pernikahan yang baik. 
32

 

                                                             
29

 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1997), jilid 

9 hal. 21. 
30

 Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 1. 
31

Wafa Faiz Ridho Himamul, “Status Pengikat dalam Khitbah Studi Komparatif 

Pendapat Madzhab Syafi‟I dan Madzhab Hanafi.” dalam Hukum Islam Volume 6. No. 

1.(2021)hal. 57. 
32

 Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hal. 289. 
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 Oleh karena itu Islam menganjurkan atau membolehkan khitbah 

bagi yang ingin melakukannya. Sebagimana firman Allah swt berfirman 

dalam (Q.S. Al-Baqarah (2): 235)
33

 

 ۗ  اءِۤ اوَْ اكَْنَ نْتُمْ فِْ النِّسَ  خِطْبَةِ  مِنْ  ۗ  وَلًَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِو
  ۗ  انَْ فُسِكُمْ 

وُ انََّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَ هُنَّ وَلٰكِنْ لًَّ تُ وَاعِدُوْىُنَّ سِرِّا عْرُوْفاا  ۗ  اِلًَّ  عَلِمَ اللّٰ اَنْ تَ قُوْلُوْا قَ وْلًا مَّ
لُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَو ۗ  ە وَ يَ عْلَمُ ۗ  لَمُوْ وَاعْ ۗ   ۗ  وَلًَ تَ عْزمُِوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّّٰ يَ ب ْ ا اَنَّ اللّٰ

وَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۗ  وَاعْلَمُوْ ۗ  انَْ فُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ  ۗ  مَا فِْ  ا انََّ اللّٰ  
 

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan 

itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginannmu) 

dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 

kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian 

(untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar 

mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu 

menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. 

Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kepada-Nya. Dana 

ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha penyantun. 

 

 Di samping Al-Qur’an juga terdapat hadist yang berkaitan dengan 

khitbah atau peminangan. Sebagimana dalam sabda Rasulullah SAW 

tentang larangan melamar wanita yang telah di pinang orang lain. 

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:
34 

لَوُ أَوْ يأَْذَنَ لَوُ وَلًَ يََْطُبَ الرَّجُلُ  رُكَ الخاَطِبُ قَ ب ْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيوِ، حَتَّّ يَ ت ْ

 الخاَطِبُ 

                                                             
33 Kementerian Agama RI, di akses di: https://quran.kemenag. (2): 32. (14 Juli 2023) 

 34 Hadist Al-Bukhari (5421) dan Muslim (1421). Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-

Shan’ini, Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram, Jilid III, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hal. 

262. 
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"Jangan salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya 

sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau 

mengizinkannya" 

 

 Atas dasar hukum diatas, maka jumhur ulama’ berpendapat bahwa 

peminangan dilakukan sebagai langkah awal dari pernikahan hukumnya 

mubah atau boleh selama tidak ada larangan syara’ untuk meminang 

wanita tersebut. Karena tujuan peminangan adalah untuk sekedar melihat 

kerelaan wanita yang dipinang untuk dijadikan istri, sekaligus sebagai janji 

untuk menikahinya dalam waktu dekat.  

8. Tujuan Khitbah 

Adapun tujuan khitbah di antaranya:  

a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat 

dilangsungkan dalam waktu dekat.  

b. Sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah 

diikat.  

c. Memberi kesempatan kedua belah pihak untuk saling mengenal 

sehingga kelak mereka sebagai suami istri menjadi satu pasangan yang 

harmonis.
35

  

  Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai 

pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Hikmah 

disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan 

                                                             
35

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat 

dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 50. 
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perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu 

kedua belah pihak dapat saling mengenal. Setelah proses ini mereka 

diharapkan semakin mantap untuk menuju kejenjang perkawinan, sehingga 

kelak dapat dihindari hal-hal yang tidak diharapkan.
36

 

9. Bajapuik (Menjemput) 

 Adat pernikahan Pariaman termasuk dalam adat pernikahan 

Minangkabau, yang terjadi di wilayah Pariaman sekitarnya. Adat 

pernikahan Pariaman ini berbeda dengan adat pernikahan daerah 

Minangkabau lainnya, karena mempunyai adat bajapuik (menjemput 

pengantin laki-laki) yang mensyaratkan adanya bajapuik. Adat pernikahan 

ini termasuk dalam adat nan diadatkan, karena hanya terjadi di daerah 

tertentu saja, dalam hal ini hanya terjadi dalam lingkup Pariaman saja. 

Adat perkawinan ini, dilaksanakan oleh penduduk Pariaman, termasuk 

yang telah merantau ke kota lainnya. 

 Bajapuik adalah perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah 

Pariaman. bajapuik dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga 

perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki 

(calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. bajapuik adalah 

pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang 

diberikan pihak perempuan pada saat acara manjapuik marapulai dan akan 

dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya 
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 Abdul Hadi, Fiqih Munakahat, (Semarang: Duta Grafika, 1989), cet ke-1, hal. 27. 
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(acara manjalang). bajapuik ini sebagai tanda penghargaan kepada masing-

masing pihak.
37

 

 Jadi uang jemputan (bajapuik) adalah sejumlah pemberian berupa 

uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga 

calon pengantin perempuan (anak daro) kepada pihak calon pengantin 

laki-laki (marapulai) pada saat acara penjemputan calon pengantin pria 

(manjapuik marapulai).  Adat perkawinan Pariaman terdiri dari berbagai 

rangkaian. Ada aktivitas-aktivitas menjelang perkawinan, aktivitas saat 

perkawinan dan sesudah perkawinan. dalam aktivitas sebelum perkawinan 

di Pariaman terdiri dari maratak tanggo, mamendekkan hetongan, 

batimbang tando (maminang) dan menetapkan uang jemputan. Lalu saat 

perkawinan terdiri dari bakampuang-kampuangan, alek randam, malam 

bainai, badantam, bainduak bako, manjapuik marapulai, akad nikah, 

basandiang di rumah anak daro, dan manjalang mintuo. Kemudian 

aktivitas setelah perkawinan yang wajib dilaksanakan yaitu manganta 

limau, berfitrah, manganta perbukoan, dan bulan lemang
38

 

Penetapan bajapuik biasanya ditetapkan dalam acara sebelum 

perkawinan, biasanya mamak (paman dari pihak ibu) akan bertanya pada 

calon anak daro, apakah benar-benar siap akan menikah, karena biaya 

baralek (pesta) beserta isinya termasuk bajapuik akan disiapkan oleh 
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keluarga wanita. Bila keluarganya termasuk sederhana, maka keluarga 

akan mempertimbangkan menjual harta pusako (harta pusaka/warisan) 

untuk membiayai pernikahan. Bajapuik sendiri akan ditetapkan oleh kedua 

belah pihak setelah acara batimbang tando dan diberikan oleh pihak 

keluarga mempelai wanita kepada keluarga pria saat acara manjapuik 

marapulai, lalu ketika acara manjalang mintuo (berkunjung ke rumah 

mertua dari pihak perempuan), pihak laki-laki akan mengembalikan uang 

tersebut dalam bentuk ameh (emas) atau barang berharga yang biasanya 

bernilai lebih dari uang japuik yang diberikan pihak perempuan. 

 Perbedaan bajapuik dan uang ilang adalah, bahwa bajapuik akan 

dikembalikan kepada pihak perempuan, dan biasanya harga dan jumlahnya 

sengaja dilebihkan dari bajapuik nya. Lazimnya  bajapuik ini bentuknya 

benda berharga seperti bajapuik nya laki-laki senilai dengan emas polos 

dan dikembalikan ke perempuan dalam bentuk kalung setelah diberi 

tampuk sekaligus dengan rantainya. Bagi laki-laki, nilai yang lebih itu 

mempunyai makna tersendiri, karena di dalam bajapuik ini lah terkandung 

makna penghargaan terhadap masing-masing pihak. Laki laki di hargai 

dengan bajapuik dan perempuan dihargai dengan pengembalian bajapuik.  

Sedangkan uang ilang merupakan pemberian uang atau barang 

oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang sepenuhnya milik laki-

laki tidak akan dikembalikan apapun yang terjadi, baik sebelum maupun 

setelah akad nikah dilakukan. Berbeda dengan bajapuik yang mana uang 

tersebut nantinya akan dikembalikan kepada pihak perempuan karena 
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memang sudah hukum adat yang menyatakan demikian dalam uang hilang 

bukanlah merupakan suatu adat perkawinan asli Pariaman pada awalnya 

namun muncul kemudian dan menjadi adat yang turun menurun yang sulit 

di hilangkan. 
39

 

 Uang ilang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki 

biasanya dua minggu sebelum acara baralek pesta menurut perjanjian 

persetujuan kedua belah pihak. Uang ilang menjadi daya tarik tersendiri 

bagi laki-laki di Nagari Malai V Suku Timur dibandingkan dengan 

bajapuik, karena bajapuik di kembalikan lagi kepada pihak keluarga 

perempuan. Dan juga tidak mengutungkan secara ekonomis. Seiring 

dengan masuknya nilai-nilai ekonomis dalam perkawinan, maka status 

sosial gelar, pangkat, gelar sarjana, dan status ekonomi lebih 

diperhitungkan. 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan 

sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas mengenai skripsi ini. 

Namun pokok pembahasannya berbeda dengan yang penulis bahas, 

diantaranya yaitu: 

1. Ririanty Yunita. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung tahun 2012 telah menulis jurnal yang berjudul 

“Uang Japuik”dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar 

Lampung” fokus penelitian dari jurnal ini adalah mengetahui persepsi 
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orang-orang rantau dari Padang Pariaman mengenai uang japuik, apakah 

para perantau tersebut mempunyai persepsi yang berbetuk positif ataupun 

negative mengenai uang japuik di Bandar Lampung. Penelitian ini 

termasuk kepada jenis penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari 92 

responden maka diperoleh responden yang termasuk dalam kategori 

rendah persepsinya mengenai uang japuik sebanyak 7 responden atau 8%. 

Responden ini mempunyai persepsi negatif mengenai uang japuik. 

Sebanyak 85 responden atau 92% responden termasuk dalam kategori 

tinggi dalam mempersepsikan uang japuik. Responden ini mempunyai 

persepsi positif mengenai uang japuik. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah persepsi para perantau asal Kabupaten Padang Pariaman mengenai 

tradisi pemberian uang japuik dalam adat perawinan Padang Pariaman di 

kota Bandar Lampung, termasuk persepsi positif karena sebagian besar 

responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan uang 

japuik.
40

 

2. Savvy Dian Faizzati, “Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan 

Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang Dalam 

Tinjauan „Urf” Pada Tesis ini membahas mengenai prosesi tradisi 

bajapuik serta bagaimana bentuk dan konteks Uang Hilang yang terdapat 

dalam tradisi bajapuik yang dilakukan oleh masyarakat perantauan Padang 
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 Ririanty Yunita, “Uang Japuik dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar 
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Pariaman di Kota Malang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama mengangkat tema tentang 

perkawinan dan tradisi bajapuik.dan juga kedua penelitian ini sama-sama 

menggunakan tinjauan Urf dalam meneliti tentang tradisi tersebut. Serta 

sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan menekankan kepada 

pendekatan lapangan dan observasi untuk proses pengambilan data. 

Sedangkan perbedaanya yaitu bahwa penelitian ini juga berfokus mengkaji 

dan meneliti berkenaan dengan istilah uang ilang sedangkan penelitian 

yang diteliti oleh penulis hanya berpatok kepada tradisi bajapuik secara 

umum tanpa meneliti secara mendalam berkenaan dengan Uang ilang. dan 

juga perbedaan selanjutnya terletak di objek penelitian yang mana 

penelitian ini fokusnya adalah masyarakat Padang Pariaman perantauan di 

Kota Malang, sedangkan objek Penelitian yang dilakukan oleh penulis 

fokusnya adalah masyarakat perantauan Padang Pariaman yang terdapat di 

Kota Bengkulu yang mana terhimpun 19 ke dalam organisasi Persatuan 

Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu.
41
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      BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penulis 

langsung terjun ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang 

dibahas. Yang berhubungan mengenai adat bajapuik dalam pernikahan di 

Nagari Mali V Suku Timur. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari 

Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman. 

Alasan penulis memilih tempat ini dikarenakan banyak nya terjadi adat 

bajapuik tersebut, selain itu lokasi penelitian ini merupakan kampung halaman 

orang tua penulis, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. 

Sebagai subjek dalam penelitian pelaksanaan adat bajapuik di Nagari Malai 

V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman yaitu 

tokoh adat, tokoh agama, dan pasangan suami istri yang melaksanakan adat 

bajapuik. 

2. Objek penelitian adalah apa yang akan di teliti dalam penelitian ini. 

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan adat bajapuik di 

Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang 

Pariaman. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan element yang akan di jadikan wilayah 

generalisasi element. Element populasi adalah keseluruhan subjek yang 
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diukur, yang merupakan unit yang teliti. objek maupun subjek penelitian yang 

berada pada suatu topik penelitian dan memenuhinya syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan masalah penelitian.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. Teknik 

sampling adalah suatu proses pengambilan sebagian anggota populasi untuk 

menentukan anggota sampel.  Di sini penulis menggunakan teknik yang 

disebut teknik total sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah 

sampel sama dengan populasi. Adapun jumlah Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 9 orang yaitu terdiri dari 2 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama, 

dan 6 orang yang melakukan adat pernikahan bajapuik di Nagari Malai V 

Suku Timur pada tahun 2021-2022 yang dijadikan sebagai informan 

penelitian.
42

   

D. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer, yaitu data yang di peroleh lansung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen 

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
43

 Data primer di peroleh 

dari wawancara secara langsung dengan masyarakat Nagari Malai V Suku 

Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman. 

                                                             
42

 Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, hal. 175. 
43

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. 6, hal. 

106. 
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2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-

undangan.
44

 Adapun bahan data sekunder pada penelitian adalah seperti 

buku-buku fikih, dan kitab-kitab lain yang berkaitan dan permasalahan 

yang diteliti seperti fikih munakahat, khitbah dan nikah 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data adalah subjek atau data data serta informasi dapat 

diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan 

antara aspek dalam fenomen tersebut.
45

 Atau kata lain observasi itu adalah 

sebuah kegiatan mengamati atau melihat secara langsung kejadian atau 

peristiwa di lapangan. Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini 

adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat peristiwa dan ikut serta 

dalam rangkaian acara bajapuik di Nagari Malai V Suku Timur. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertenu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang 

atau lebih berhadapan secara fisik. Dapat disimpulkan bahwa wawancara 

                                                             
44

 Ibid, hal. 106. 
45

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi 

Aksara 2013), Cet 1, hal. 143. 
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adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan 

tanya jawab langsung terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara 

yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh 

penulis kepada bang Alfis dan ak Yulia orang yang melakukan bajapuik, 

bapak Buyung Intan dan Sopian tokoh adat dan bapak Bagindo Zabar 

(tokoh agama) mengenai masalah yang akan diteliti.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berbentuk tulisan, 

gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain berarti 

dokumen adalah pengambilan data melalui dokumen tertulis, bergambar 

maupun yang berbentuk elektronik dari sebuah lembaga. Dokumen ini 

diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain agar menjadi 

lengkap dalam penulisan penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara 

melihat dokumen arsip yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian 

seperti berupa  arsip data yang di peroleh dari kantor Nagari Malai V Suku 

Timur, yaitu  berupa profil lengkap Nagari Malai V Suku Timur. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul 

lebih banyak berwujud kata-kata, bukan angka. Maka analisis data adalah 

proses Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, selama peneliti melakukan penelitian di 

Nagari Malai V Suku Timur, dengan cara menjabarkannya, memilih mana 
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yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.  

G. Metode Penulisan 

1. Metode Deskriptif Anilitif 

 Metode deskriptif analitif yaitu dengan jalan mengemukakan data-

data yang di perlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun 

menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian ini mengumpulkan data data atau materi tentang adat bajapuik 

pada pernikahan adat menurut tinjauan hukum Islam. 

2. Metode Deduktif 

 Metode deduktif yaitu penulis mengungkapkan data umum yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis 

sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
46

Dalam penelitian ini 

meneliti beberapa masalah kemudian melakukan analisa tentang masalah 

tersebut dan menarik hasil dari masalah tersebut. 

 

                                                             
 46 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2014), hal. 48. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Malai V Suku Timur mengenai 

pelaksanaan bajapuik pada pernikahan adat di Pariaman maka dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan 

menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan: 

1. Pelaksanaan adat bajapuik menjadi suatu keharusan yang di lakukan 

masyarakat di Nagari Malai V Suku Timur saat akan dilaksanakan 

Pernikahan karna ini telah menjadi kebiasaan dari nenek moyang terdahalu 

dan adat bajapuik (menjemput) mengandung makna saling menghargai 

antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga pihak laki-laki. 

Jika di umpamakan pihak keluarga laki-laki dihargai dalam bentuk 

bajapuik, maka sebaliknya pihak keluarga perempuan dihargai dengan 

uang atau emas yang dilebihkan nilainya dari bajapuik. 

2. Dalam tinjauan Hukum Islam adat bajapuik ini adat bajapuik dianggap 

tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dikarenakan bajapuik tidak sama 

dengan mahar, yang mengharuskan perempuan membayar mahar kepada 

laki-laki. di samping untuk melaksanakan adat bajapuik yang dianggap 

hanya sebagai hadiah pernikahan, masyarakat laki-laki di Nagari Malai V 

Suku Timur tetap membayarkan mahar sesuai dengan ajaran Islam kepada 

perempuan. Bajapuik bukan menjadi wajib nikah melainkan suatu 
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kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga untuk dibayarkan dalam 

suatu pernikahan. 

B. Saran 

 Dari penelitian diatas, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari 

hasil penelitian saat ini sebagai berikut: 

1. Sebagai penulis saya berharap agar kedepannya adat ini tetap berjalan 

seperti biasanya dan juga perlunya mensosialisasikan dan menerapkan adat 

bajapuik dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur karena tradisi 

ini mengandung banyak pesan moral untuk tuan rumah maupun 

masyarakat yang berada dilingkungan tuan rumah. 

2. Bagi masyarakat umum, hendaknya tidak berpandangan negatif terlebih 

dahulu tentang adat bajapuik ini sebelum mengetahui makna di balik adat 

ini, karena hakikatnya dibalik ada nya adat adalah demi kesejahteraan 

manusia termasuk juga adat bajapuik yang berlaku pada masyarakat 

Pariaman.  
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